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OUTLINE:

1. PENGEMBANGAN SIPASTI

2. PENERAPAN SIPASTI KEMENTERIAN PU (BEST PRACTICE)

3. AKSI STRANAS PK 2025-2026: PERLUASAN IMPLEMENTASI SIPASTI PADA PEMDA



1 PENGEMBANGAN SIPASTI
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HARGA 
PERKIRAAN 
PERANCANG

HARGA 
PERKIRAAN 

SENDIRI
PENAWARAN KONTRAK

RELIABEL AKUNTABEL AUDITABEL INTEGRITAS

Batas 
Tertinggi Penawaran

Kewajaran 
Harga Penawaran

RENCANA
ANGGARAN

BIAYA
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Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi
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916

301

57 52 28 25 12

Penyuapan Pengadaan
Barang dan Jasa

Penyalahgunaan
Anggaran

TPPU Pungutan Perizinan Merintangi
Proses KPK

Jumlah Kasus Korupsi Indonesia*

22% kasus korupsi 

dilakukan dalam 

proses PBJ Sektor 

Konstruksi

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKTOR KONSTRUKSI

PERENCANAAN 

PENGADAAN
PERSIAPAN PENGADAAN PERSIAPAN PEMILIHAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PELAKSANAAN KONTRAK

*Sumber: Data KPK Tahun 2004 s.d. Maret 2023

PENYUSUNAN HPS PENAWARAN

Latar Belakang

PENYUSUNAN HPP KONTRAK
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1

2

2

3

5

6

8

15

21

25

28

80

1%

1%

1%

2%

3%

3%

4%

8%

11%

13%

14%

41%
Rumusan perhitungan AHSP dalam 
tidak sesuai regulasi

Harga terlalu tinggi (markup) / terlalu rendah - Harga Tidak Wajar

Tata cara Adendum Kontrak tidak sesuai ketentuan

Kelebihan Pembayaran pada Satuan Pekerjaan

Penyimpangan proses reviu HPS oleh Pokja (tidak cermat)

Indikasi Persengkongkolan (KKN)

AHSP baru tidak didukung desain/analisis/perhitungan teknis

Metode kerja yang ditawarkan dengan AHSP berbeda

PPK tidak menetapkan HPS

PPK tidak menetapkan KAK, dan Spesifikasi Teknis/Barang

HPS belum memperhitungkan Biaya SMKK

Harga Satuan Ls tidak memiliki pendukung

Latar Belakang
Permasalahan Biaya Pekerjaan Konstruksi
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ISU STRATEGIS

bertujuan:

MENCEGAH KETIDAKWAJARAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI 

DAN MENCEGAH PENYIMPANGAN DALAM PBJ                                      

AKIBAT TIDAK TERTIB REGULASI

Potensi Terjadinya 

Penyimpangan/KKN dalam PBJ

Harga Satuan Pokok tidak akuntabel 

dan reliabel

Rumusan Perhitungan Tidak Sesuai 

Ketentuan Regulasi

Quality Control dan Quality 

Assurance HPS (Pembahasan dan 

Reviu) Tidak Efektif dan Efisien

Potensi Ketidakwajaran Biaya 

Pekerjaan Konstruksi 

Direct Cause

Direct Problem

Intervention/Solution

1

2

3

MENINGKATKAN KUALITAS



Sistem Harga Satuan Pokok

Kebijakan/Regulasi

Pengembangan SIPASTI

Sistem Perhitungan

Potensi Terjadinya 

Penyimpangan/KKN dalam PBJ

Belum Optimalnya Penyusunan Perkiraan 

Biaya Pekerjaan Konstruksi

HPS Kurang Berkualitas

(Tidak sesuai dengan kebutuhan real pelaksanaan)

Core 

Problem

Direct 

Problem

Direct 

CauseHarga Satuan Pokok

tidak akuntabel dan reliable

Penyusunan Perkiraan Biaya PK 

tidak sesuai ketentuan regulasi

Proses Pembahasan dan Reviu 

tidak efektif & efisien

SE PUPR 21/2023 

Pembahasan Usulan HPS

Sistem Pembahasan, 

Penetapan, Reviu HPS

Sistem Database HSD & HSP

Sistem Monitoring

Permen PUPR 08/2023
SE Menteri PUPR 21/2023  

mengutamakan harga pasar

SOP Reviu HPS

Intervention/ 

Solution

SE Dirjen BK 30/2025 SE Dirjen BK 30/2025
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Isu Strategis
Potensi Kemahalan Biaya Pekerjaan 

Konstruksi 

REGULASI 

ADAPTIF

TEKNOLOGI 

INOVATIF
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1. MENYEDIAKAN DATABASE HARGA SATUAN RELIABEL & AKUNTABEL 

MENINGKATKAN KUALITAS HPS

2. MENYEDIAKAN SISTEM PERHITUNGAN YANG SESUAI REGULASI

3. MENYEDIAKAN SISTEM PEMBAHASAN DAN REVIU EFEKTIF EFISIEN

4. MENYEDIAKAN EARLY WARNING SYSTEM TERKAIT KEWAJARAN HARGA

5. MENYEDIAKAN DATABASE HPS KEMENTERIAN PU

FITUR KATALOG HARGA SATUAN WILAYAH

FITUR PERHITUNGAN PERKIRAAN BIAYA 

PEKERJAAN KONSTRUKSI

FITUR PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN REVIU

FITUR MONITORING (SCREENING) HARGA 

SATUAN

FITUR DATABASE HPS

9
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Bisnis Proses

Penyusunan Usulan HPS

(PPK)

Pembahasan

(PPK & Balai/Pusat)

Penetapan

(PPK)

Reviu

(PPK & Pokja)
Database (Semua User)

Database Harga Satuan

(Semua User)

2 3
64a 4b 4c

Konsolidasi

(Balai Unor)

Survei & Input

(Balai Unor)

Verifikasi dan Validasi

(Balai Unor)

b1

b2

b3

E-Katalog V6 LKPP

(Terintegrasi)

LPSE LKPP

(Terintegrasi)

Monitoring

(Screening Harga)

5

KEGIATAN SISTEM LKPP SIPASTI REGULASI

Permen PUPR 8/2023

SE Dirjen BK 30 /2025

SE Menteri PUPR 21/2023 Pedoman Pembahasan Usulan HPS SOP Reviu HPS

SE Dirjen BK 30 /2025

Permen PUPR 8/2023

Penyusunan HPP

(Perancang)

1

a1

a3

SIPD Kemendagri

(Terintegrasi)*

a2

SISTEM PEMDA



5 Fitur & Manfaat Utama SIPASTI

MONITORING

PEMBAHASAN, PENETAPAN 
& REVIU

PENYUSUNAN 
PERKIRAAN BIAYA 

PEKERJAAN 
KONSTRUKSI

HARGA SATUAN WILAYAH 
(HSW)

DATABASE 

1

2

3

4

5

 Akuntabilitas & realibilitas harga satuan
 Mengutamakan harga pasar

 Jaminan kesesuaian rumusan 
       perhitungan dengan regulasi

 Jaminan kesesuaian ketentuan 
       perhitungan dengan regulasi

 Tersedia 4646 rincian AHSP 
sesuai regulasi

 Quality Assurance kualitas HPS
 Quality Control kualitas HPS
 Standardisasi proses pembahasan, 
penetapan, & reviu efektif dan efisien

 Early Warning System
 Mekanisme screening harga

 Sharing data & knowledge
 Integrasi sistem
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2 PENERAPAN SIPASTI KEMENTERIAN PU 
(BEST PRACTICE)
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Aksi Stranas PK 2023-2024

Memo Dinas Menteri PUPR 2021-2022
Strategi 3 : Perbaikan Mekanisme HPS

Aksi Stranas PK 2021-2022

Pembangunan 
SIPASTI

Permen PUPR 1/2022;

SE Menteri PUPR 
11/2022

Penerapan
SIPASTI V.1.0

2021 2022 2023 2024

Inmen Menteri PUPR 4/2022-2024
Strategi 3 : Pemantapan Keandalan Penyusunan HPS

Permen PUPR 8/2023;
SE DJBK 73/2023

Penerapan
SIPASTI V.2.0

Penerapan
SIPASTI V.3.0

Surat Menteri 
04-04-2024

Permen PUPR 8/2023;
SE DJBK 68/2024
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Aksi Stranas PK 
2025-2026

Permen PUPR 8/2023;
SE DJBK 30/2025

2025

Penerapan
SIPASTI V.3.1

Penerapan SIPASTI di Kementerian PU
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Surat Menteri PUPR Penerapan SIPASTI

1. Penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi untuk metode pemilihan melalui:

a. Penunjukan langsung;

b. Tender cepat;

c. Tender.

2. Perhitungan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi melalui E-Purchasing.

Penerapan SIPASTI diwajibkan untuk:

Penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi untuk metode pemilihan melalui:

1. Jenis pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design and Build);

2. Pengadaan langsung; dan

3. Swakelola.

Penerapan SIPASTI dikecualikan untuk:

1. Survei harga satuan yang bersumber dari harga pasar;

2. Menginput, validasi, menetapkan, dan menggunakan data harga satuan yang bersumber 

dari harga pasar dalam penyusunan HPS.

Unor Pemilik Paket Pekerjaan melaksanakan:
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DUKUNGAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SIPASTI OLEH STRANAS PK

2021 - 2022

• KPK sudah mengawal dari 

tahun 2021 terhadap Inisiasi 

Kementerian PU atas 

pembangunan SIPASTI

• Aksi Stranas PK 2021 - 2022

2023 - 2024

• Aksi Stranas PK 2023 - 2024

• Penghargaan HAKORDIA 

untuk SIPASTI

2025 - 2026

• Apresiasi pengembangan & 

pemanfaatan SIPASTI PU

• Komitmen keberlanjutan 

SIPASTI

• Aksi Stranas PK 2025 – 2026

• Peningkatan Kualitas HPS 

Konstruksi dengan Perluasan 

Implementasi SIPASTI
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AKSI STRANAS PK 2025-2026: 
PENINGKATAN KUALITAS HPS KONSTRUKSI 
MELALUI PERLUASAN IMPLEMENTASI SIPASTI 
PADA PEMERINTAH DAERAH
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KANTOR STAF PRESIDEN

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, 

Keamanan, dan HAM

Membantu sinkronisasi dan pengendalian 

program prioritas presiden

BAPPENAS

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, 

Pertahanan, dan Keamanan

Membantu urusan perencanaan pembangunan, 

termasuk rencana anggaran

KEMENPANRB

Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, 

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Urusan aksi terkait kelembagaan dan SDM 

aparatur

PRESIDEN RI

TIM NASIONAL

KOORDINATOR TIM NASIONAL

Eselon I dari 5 K/L (Timnas) - Deputi

SEKRETARIAT NASIONAL

• Koordinator Harian

• Tenaga Ahli Cegah 

Korupsi

• Tenaga Ahli Monev

• Tenaga Ahli 

Komunikasi

• Tenaga Terampil

Berkedudukan di 
KPK

Tim Teknis

Berkedudukan 
di Eselon II 

dari masing-
masing 5 Tim 
Nasional PK

Perpres 54 2018 Pasal 7 Ayat 5:

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Penanggung Jawab

• Koordinasi

• Sinkronisasi

• High Level Meeting

• Evaluasi

• Pelaporan

• Kegiatan Harian

• Fasilitasi

• Koordinasi

• Monitoring

• Evaluasi

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Inspektorat Jenderal

Membantu urusan pelaksanaan aksi di daerah

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Kedeputian Pencegahan dan Monitoring

Mengonsolidasi upaya pencegahan korupsi



15 Aksi Pencegahan Korupsi 2025-2026

FOKUS 1 Perizinan dan Tata Niaga

Aksi 1

Pengendalian Alih Fungsi 

Lahan Sawah dan 

Tumpang Tindih Izin di 

Kawasan Hutan

Aksi 2

Penguatan Tata Kelola 

Impor

Aksi 3

Penguatan Integritas 

Pelaku Usaha

Aksi 4

Reformasi Tata Kelola 

Logistik Nasional

Aksi 5

Digitalisasi Layanan 

Publik

FOKUS 2 Keuangan Negara

Aksi 6

Perbaikan Kualitas Belanja 

Pemerintah melalui 

Optimalisasi Pemanfaatan 

SIPD RI

Aksi 7

Pencegahan Korupsi 

Pengadaan Barang & Jasa

Aksi 8

Optimalisasi Penerimaan 

Negara (Pajak dan Non 

Pajak)

Aksi 9

Pencegahan Korupsi 

Berbasis NIK

Aksi 10

Penyelamatan Aset Negara

Aksi 11

Penguatan Integritas Partai 

Politik

FOKUS 3 Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Aksi 12

Penguatan Peran Aparat 

Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP)

Aksi 13

Perbaikan Sistem 

Penanganan Perkara Pajak

Aksi 14

Penguatan Sistem 

Penanganan Perkara 

Pidana dan Benturan 

Kepentingan

Aksi 15

Peningkatan Kerja Sama 

BUMN dan BUMD



Digitalisasi Pengadaan sebagai upaya pencegahan

• Implementasi E-Purchasing

Transparansi Efisiensi Inklusif Competitif sesuai 

mekanisme pasar

•Digitalisasi Proses Bisnis Sertifikasi 

TKDN

Pemberdayaan

UMKM

• Penyempurnaan platform katalog V.6

•Implementasi SIPASTI untuk penyusunan  

HPS pekerjaan konstruksi

Daftarkan Akun 

SIINas 

Perusahaan

Unggah 

Dokumen 

Persyaratan

Lakukan Self 

Assessment

Pilih Lembaga 

Verifikasi 

Independen 

(LVI)

Verifikasi di 

Lapangan oleh 

LVI

Review Hasil 

Verifikasi oleh 

Pusat P3DN

Sertifikat TKDN 

diterbitkan oleh 

Pusat P3DN

T K D N

HPS KONSTRUKSI
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Aksi Pengadaan Barang dan Jasa Stranas PK 2025-2026

Peningkatan 

Kualitas HPS 

Konstruksi dengan 

Perluasan 

Implementasi 

SIPASTI

OUTPUT

Penyusunan HPS dan PAB Konstruksi APBN dan 

APBD melalui SIPASTI

(Pengembangan SIPASTI DAK & APBD)

TARGET

38 Pemda prov mengajukan DAK fisik th. 2025 dan 

(TBC) Pemkab/kota menyusun HPS konstruksi th. 

2026 menggunakan SIPASTI

(Pilot Project Penerapan SIPASTI DAK & APBD)

SIPASTI untuk penyusunan HPP

(Pengembangan dan Penerapan SIPASTI HPP 

PU)

MILESTONE

Ketersedian data integrasi e-Katalog V.64.1.1

Pengembangan SIPASTI DAK & APBD4.1.2

Integrasi SIPASTI dengan SIPD dan SPSE4.1.3

Penerapan SIPASTI DAK & APBD Provinsi4.2.1

Penerapan SIPASTI APBD Kab/Kota4.2.2

Pengembangan SIPASTI HPP4.3.1

Penerapan SIPASTI HPP-

4.1

4.2

4.3

PELAKSANA AKSI

• LKPP

• Kemen PU

• Kemendagri

• Kemen PU

• Kemendagri

• Kemen PU

• 38 Pemda Provinsi

• Pemkab/Pemkot

• LKPP

• Kemendagri

• Kemen PU

• Kemen PU



PROSES BISNIS PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN 

KONTRUKSI PEMDA
KONSEP PEMANFAATAN SIPASTI PADA PEMDA

SIPD

Penyusunan RKA

D
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Penyusunan Standar Harga

Standar Satuan Harga (SSH)

Harga Satuan Pokok Kegiatan 

(HSPK)

Analisis Standar Biaya (ASB)

A

B

C

Fitur Pengumpulan Data 

MPK

A1

Fitur Kalkulator HSD

A2

Fitur Perhitungan AHSP

B1

Fitur Tipologi

C1

Fitur Item Pekerjaan Baru

B2

Penyusunan HPS

Peyusunan HPS

E

Fitur Perhitungan HPS

E1

Fitur Pembahasan, 

Penetapan & Reviu HPS

E2

Fitur Screening Harga

E3

Kesesuaian penggunaan rumusan 

perhitungan

Regulasi penerapan tools perhitungan 

dalam penyusunan standar harga

Kesesuaian penggunaan rumusan 

perhitungan & penggunaan harga 

pasar terkini

Regulasi penerapan SIPASTI dalam 

penyusunan HPS

Regulasi pengutamaan harga pasar dalam 

penyusunan HPS



Dokumentasi
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Penerapan 

SIPASTI ABCP

Penghargaan dari 

STRANAS PK

Launching 

SIPASTI 3.0



Dokumentasi

Audiensi bersama 

Pemda
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Audiensi dengan 

BPS

Audiensi

dengan LKPP 

Workshop oleh 

Kemenkes



Dokumentasi
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Dokumentasi
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Terima Kasih
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